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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

BUPATI KARAWANG, 

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021- 
2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat 
Dae rah menyusun Rencana Strategis dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan 
Peraturan Kepalaa Daerah setelah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun 
Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021- 
2026. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

LINGKUP KABUPATEN KARAWANG 
TAHUN 2021-2026 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG 
NOMOR 35 TAHUN 2021 

BUPATI KARAWANG 
PROVINS! JAWA BARAT 

Mengingat 

Menimbang 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evalusai Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 
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14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2021 Noor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 
Nomor: 2 Seri: E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor: 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5). 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dalam penyelengaraan 
pemerintah daerah yang terdiri dari sekertariat daerah, 
sekretarian DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah 
daerah Kabupaten Karawang. 

5. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui 
urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 
pemangku kepetingan, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka 
waktu terten tu. 

6. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

7. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 
rencana pembangunan tahunan daerah. 

9. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 

10. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

3. Bupati adalah Bupati Karawang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karawang. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN 
KARAWANG TAHUN 2021-2026. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 
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Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan apabila 
terjadi perubahan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 
2021-2026. 

Pasal 4 

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertuang pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah 
Kabupaten Karawang. 

: PENDAHULUAN 
: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT 

DAE RAH 
: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 
: TUJUAN DAN SASARAN 
: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 
: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

URUSAN 
: PENUTUP BAB VIII 

BAB VII 

BAB IV 
BABV 
BAB VI 

BAB III 

BAB I 
BAB II 

( 1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

Pasal3 

BAB III 
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 
penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan 
penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026: 

Pasa12 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

11. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat 
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi 
dan kerangka anggaran. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021 
NOMOR 35 . 

Diundangkan di Karawang 

pada tanggal 24 lept•••t- 2121, 
SEKRE RAH KABUPATEN 

~~~1 NG 
~~ ' 
~r,:;;:;;;;;:::::;~ * &-r.~~i.--: 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. 

Pasal 5 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 


